
 

 

 

 

 

BUPATI  

NG 

BUPATI NGANJUK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 33 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NGANJUK, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, belanja Daerah berpedoman pada harga 

satuan regional, analisis standar belanja sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa analisis standar belanja diperlukan sebagai acuan 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 

(RKA-PD) dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas 

penyusunan anggaran belanja Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan dan 

Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 



 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355);  

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  8.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6868); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



 

  11.  

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  13.  Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEDOMAN HARGA 

SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



 

4. Bupati adalah Bupati Nganjuk; 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka 

penyusunan APBD; 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat 

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

Anggaran; 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui 

analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen 

kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga 

barang/jasa sebagai elemen penyusunnya. 

11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB 

adalah standar setiap program atau kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Rancangan 

APBD. 



 

Pasal 3 

 

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja 

daerah yang efektif, efisien, transparan, wajar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan ini bertujuan untuk: 

(1) Menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

(2) Memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan 

anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; 

(3) Memberikan kemudahan bagi TAPD untuk melakukan 

pembahasan RKA-SKPD; 

(4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

 

BAB III 

HSPK dan ASB 

 

Pasal 5 

 

(1) HSPK dan ASB digunakan untuk menganalisis kewajaran 

beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

(2) HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(3) Komponen HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Bupati ini, meliputi:  

a. deskripsi; 

b. pengendali belanja; 

c. satuan pengendali belanja tetap; 

d. satuan pengendali belanja variabel; 

e. rumus penghitungan belanja total; dan 

f. batasan alokasi objek belanja. 

 

Pasal 6  

 

(1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

huruf a, merupakan penjelasan detail operasional 

peruntukan dari ASB. 



 

(2) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (3) huruf b, merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. 

(3) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, merupakan belanja yang 

nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan 

berubah-ubah. Belanja yang nilainya tetap tidak 

dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja 

suatu kegiatan. Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana 

dimaksud merupakan batas paling tinggi untuk setiap 

kegiatan. 

(4) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, merupakan besarnya 

perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang 

dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan. 

(5) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, merupakan rumus dalam 

menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan; 

(6) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, merupakan proporsi obyek 

belanja dari suatu kegiatan. 

 

Pasal 7 

 

(1) HSPK dan ASB dapat dipergunakan untuk penyusunan RKA 

Perangkat Daerah. 

(2) Jenis HSPK dan ASB tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 8 

 

(1) Apabila Perangkat Daerah mengusulkan kegiatan yang 

belum ada/belum diatur di dalam HSPK dan ASB ini, maka 

harus menyusun atas kegiatan yang diusulkan dengan 

prinsip efisien, efektif dan akuntabel untuk selanjutnya 

dibahas dan disetujui oleh TAPD Kabupaten Nganjuk. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan standar harga satuan di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, maka 

akan dilakukan kebijakan penyesuaian indeks ASB yang 

besarannya ditetapkan oleh TAPD. 



 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Paraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 
 

 

      Ditetapkan di Nganjuk 

      pada tanggal 12 September 2023 

 

        BUPATI NGANJUK, 

 
            ttd. 

 

        MARHAEN DJUMADI 

 

 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 12 September 2023 

    

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK, 
 

            ttd. 

 
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19661227 198602 1 001 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 33 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 
 

SUTRISNO, SH, M.Si 

Pembina 
NIP. 19680501 199202 1 001 


